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Henimbang : balma untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai
Hegeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Newmor 7 Tahun 1977 ka -
dalam Peraturan Pemerintah Nemor 15 Tahun 1985, dipandang perlu -
menunjuk pejabat-pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan pee

nyesuaian gaji pokok tersebut bagi Pegawai Negeri Sipil yang bera-
da dalam lingkungannya masing-masing.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 (Lerbaran Negars Tahun 1961 — -
Newoxr 254) tentang Undang-undang Pokok Kejaksaan;

f
s . 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 -~
i Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) tentang Pokok -
i pokok Kepegawalan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun-
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) Jis Peratur
an Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah.No —
mor 15 Tahun 1985 tentang Peraturan Gaji Pegawal Negerl Sipil;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tang-
gal 29 Desember 1982 tentang Pakok-pokok Organisasi Kejaksaan -
Republik Indcnesia;

- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125/M. Tahun 1984 -
tentang Pengangkatan sebagal Jaksa Agung Republik Indonesia;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1985 ten -
tang Penyesualan Gaji Pckok Pegawai Negeri sipil menurut Pera -
turan Pewmerintah Namor 7 Tahun 1977 ke delam Peraturan Pemerin-
tah Nomor 15 Tahun 1985,

Memperhatikan :Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawalan Negara Nemor
03/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Ga—
ji Pegawai Negeri Sipil Tahwm 1985.

MEMUTUSKXAN

Menetapkan ¢tKEPUTUSAN JNKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIN TENTANG PENDELEGASINN WE-
WENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAT NEGERI SIPIL.

Pasal 1,

. Kepada para Pejabat :

1. JARSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN




2.

3.

4.

5,
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KEPALA BIRO YEPEGAWAIAN,

KEPALA BAGIAN KEPANGKATAN.

PARA KEPALA XEJAKSAAN TINGGI.

PARA KEPALA KEJAKSARN NEGERT.

dilimpahkan wewenang untuk menetapkan keputusan tentang penyesnaian
ga]i pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ke dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 masing-masing bagi

1.

Pejabat Eselon IX (dua), Eselon III (tiga), Pati diperbantukan -
dan Wira diperbantukan berpangkat/golongan ruang Pembina Tinckat
I/Nindya Wira (IV/b) dan Pembina/Adi wira (Iv/a) 4i Kejaksaan -
Agung Republik Indonesia, .

. Pejabat Eselon IV (empat) dan Wira diperbantukan berpangkat/go -

longan ruang Penata Tingkat I/Sena Wira (III/d) sampail dengan -~

Penata Muda/Yuana Wira (II1/a) di Kejaksaan Agung Republik Indo-—
nesia, .

Karyawan berpangkat/golongan ruang Pengatur Tingkat I/Sena Darma
{II/4) sampal dengan Juru Muda/Yuana Tama (I/a) di Kejaksaan 2 -
gung Republik Indonesia,

.

Karyawan yang bertugas pada Kantor Kejaksaan Tinggi yang ber -
sangkutan dan para Kepala Kejaksaan Negerl dalam lingkungan ke -
Jaksaan Tinggl yang bersangkutan.

Karyawan yang bertugas dalam lingkungan Kejaksaan Negeri yvang
bersangkutan,

Pasal 2.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

I'4 Pasal 3- ....-...IIID;IU..



Pagal 3.

Kepela Bagan Adminigtrssi Kapegawal an Negara df Jakarta,
Pirektyr Jendaral Aviggaran Departoman Xauangan ai Jakarta,




